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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan
berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik
yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang
pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, dan dapat
digunakan oleh semua pihat terkait, khususnya bagi semua pegawai di Inspektorat
Daerah Kabupaten Bungo sebagai acuan dan dasar pelaksanaan dalam
memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan internal.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah
Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi
kepentingan Masyarakat dan Negara.

Muara Bungo
INSPEKTUR DASH

2021
KABUPATEN BUNGO

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TELAH DITELITI KEBENARANNYA

SEKRETARI
ToL. “ A Y Ir. H. AMRIZAL, M.Si
M Pembina Utama Muda
Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19640911 199303 1004

NIP. 196910191994032004
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD menyebutkan bahwa salah satu dokumen perancanaan jangka
menengah pada tataran perangkat daerah adalah Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang selanjutnya akan digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun
2017 menyebutkan bahwa Renstra perangkat daerah memuat tujuan,
sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu, dalam menyusun
Rencana Strategis tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 10 tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo
tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 merupakan dokumen penting
yang mengandung komitmen dan program Bupati Bungo untuk masa kerja
lima tahun ke depan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memuat

pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaraan lebih lanjut dari RPIJMD
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Kabupaten Bungo tahun 2021-2026, termasuk didalamnya pengawalan atas
pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Bungo dengan mewujudkan
sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam
dokumen RPJMD.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-
2026 merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta
seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo untuk dijalankan selama
periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo disusun dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu waktu satu sampai dengan lima tahun.

Bagan Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat
dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.

Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
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Penelaah Perumusan 1
an RTRW isu strategi
berdasarkan »| Perumusan Perumusan
Tusi Tujuan rencana
Penelaah [_| kegiatan, Rancangan Renstra:
an KLHS indikator 1. Pendahuluan
tgg:ﬁ;ok 2. Gambaran
Perumusan sasaran dan pelayanan SKPD
Analisis | Sasaran pendanaan 3. Isu-isu strategis
gambaran indikator berdasarkan
> pelayanan berdasarkan tupoksi
SKPD rencana 4. Visi misi Tujuan
program dan sasaran
prioritas -
RPJMD strategis
l 5. Rencana program,
SPM 4 kegiatan, indikator
Perumusan kinerj, kelompok
indikator sasaran dan
kinerja SKPD pendanaan
yang mengacu .
ada tujuan dan 5 :ng'_:zatt'f ineri
. Indikator kiner
Pengolahan sasaran !
data dan RPJMD yang mengacu
informasi pada RPIJMD
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1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum vyang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-
2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
RPJPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor
7);
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021
Nomor 10);

40. Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Inspektorat
Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;

2. Sebagai arah dan pedoman dalam mewujudkan tujuan Inspektorat
Daerah Kabupaten Bungo;

3. Memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 5
(lima) tahunan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Bungo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk memberikan jaminan atas keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo pada setiap
tahun anggaran;

2. Sebagai sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama
lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 terdiri

dari 8 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan secara singkat mengenai dokumen

Renstra yaitu definisi, fungsi dan keterkaitannya dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 2021-2026 Page 8



Bab Il. Gambaran Pelayanan

Bagian ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan
oleh perangkat daerah, kondisi eksisting potensi dan permasalahan
yang dimiliki perangkat daerah serta mendapatkan gambaran potensi
dan permasalahan pendanaan.
Bab Ill. Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang
dihadapi oleh perangkat daerah yang ditinjau dari kualitas pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah, kemampuan perangkat daerah
dalam mendukung visi, misi dan program kepala daerah.
Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk
merumuskan isu- isu strategis perangkat daerah.
Bab IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran
jangka menengah perangkat daerah.
Bab V. Strategis dan Arah Kebijakan

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan strategis dan arah
kebiijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah perangkat daerah.
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan Kkegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat
daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Bab VII. Penutup

Bagian ini menyampaikan harapan pencapaian dari Renstra

yang telah ditetapkan.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Kabupaten Bungo

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagai Perangkat Daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok dan

fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 52

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan

Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

1.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelengarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan ;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

c. Audit Intern dalam bentuk penjaminan kualitas ( Assurance
Activities), serta kegiatan lain yang tidak memberikan

penjaminan kualitas (Konsulting Activities).

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah

sebagai sebagai berikut :

1.
2.

N o g ko

Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

¢. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah |;

Inspektur Pembantu Wilayah |ll;

Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasidan Tata Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini:
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STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

INSPEKTUR
SEKRETARIS

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI DAN EVALUASI DAN

KEUANGAN uMUM PELAPORAN
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Inspektorat
Daerah Kabupaten Bungo, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tentunya
harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan
terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku,
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Serta melakukan
pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, serta Pemerintah Dusun di
Kabupaten Bungo. Untuk melaksanakan Daerah

tugasnya, Inspektur
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Kabupaten Bungo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan program
pengawasan;

2. Pelaksanaan audit intern dalam bentuk penjaminan kualitas
(assurance activies) berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan,
serta kegiatan lain yang tidak memberikan penjaminan kualitas
(consulting activities) antara konsultasi dan asistensi;

3. Perumusan dan penetapan rencana dan program kerja Inspektorat
sesuai dengan kebijakan Bupati;

4. Pendelegasian tugas kepada bawahan berdasarkan tugas fumgsi
dan potensi bawahan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;

5. Pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan
umum Inspektorat agar sasaran tetap focus;

6. Pembinaan bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan
produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

7. Penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Inspekturat guna mendukung terwujudnya visi dan
misi Bupati;

8. Penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-
IP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
lingkup Inspektorat ;

9. Penetapan kebijakan teknis Sekretariat, Inspektur Pembantu
Wilayah |, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu
Wilayah [ll, Inspektur Pembantu Wilayah IV serta Kelompok
Jabatan Fungsional;

10. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan
tugastugas Inspektorat;

11. Pengelolaan Keuangan di lingkup Inspektorat;

12. Penetapan pejabat pengelola barang di lingkungan Inspektorat
sesuai dengan pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Pengkoordinasian fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat;
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14. Pelaksanaan tugas-tugas monitoring dan evaluasi di lingkungan
Inspektorat;

15. Pelaporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, ikhtisar hasil
pengawasan semesteran dan tahunan Inspektorat kepada Bupati;

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung kelancaran operasional di Inspektorat Daerah

Kabupaten Bungo, maka Sekretariat dan semua wilayah tersebut diatas

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan, memimpin, mengatur, membina, dan
mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan
yang meliputi perencanaan, keuangan, evaluasi pelaporan, dan
administrasi umum, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris, menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan penyusunan bahan/data dan pengendalian rencana
program Kkerja pengawasan serta rencana kegiatan
kesekretariatan;

2) Pelaksanaan, pembinaan pegelolaan, penilaian dan
penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan
kelompok jabatan fungsional daerah;

3) Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan
pengkoordinasian  penatausahaan proses penanganan
pengaduan;

4) Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi penganggaran,
administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;

5) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program
pengwasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil
pengawasan;

6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

kesekretariatan;

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 2021-2026 Page 13



7) Pendelegasian tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan
tugas dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

8) Pembinaan dan pengarahan tugas kepada bawahan
berdasarkan program kerja di bidang kesekretariatan
Inspektorat agar sasaran tetap terfokus;

9) Perumusan Rencana Strategis (Resntra) dan Rencana Kerja
(Renja) Inspektorat;

10) Pengkoordinasian tugas administrasi, perumusan pengkajian
dan pemeriksaan bahan rencana dan program kerja subbagian
lingkup sekretariat;

11) Pendistribusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas;

12) Penyusunan rencana kerja, program kerja evaluasi dan
pelaporan dari masing-masing inspektur pembantu dan
kelompok jabatan fungsional;

13) Perumusan standar pelayanan minimal bidang pengawasan;

14) Pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban
keuangan Inspektorat sesuai dengan pedoman pengelolaan
keuangan daerah;

15) Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dokumen pencairan
dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan pedoman
pengelolaan keuangan daerah;

16) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ) serta
laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) lingkup
Inspektorat;

17)Perumusan bahan penyusunan laporan ikhtisar hasil
pengawasan semesteran dan tahunan;

18) Pemberian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengembalian keputusan pimpinan;

19) Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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b. Inspektur Pembantu.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
Inspektur Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan dan kasus
pengaduan di unit kerja/ SKPD sesuai wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu
menyelenggarakan fungsi:

1) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah

kerjanya,

3) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;

4) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan;

5) Penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu;

6) Penyelenggaraan koordinasi administrasi dengan jabatan

fungsional di bidang pengawasan;

7) Penyusunan pedoman teknis pengawasan;

8) Pelaksanaan monitoring terhadap proses pelaksanaan

pengawasan sesuai wilayah kerjanya;

9) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

10) Penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

11) Penyelenggaraan  pelaporan dan evaluasi  kegiatan

pengawasan lingkup Inspektur Pembantu; dan

12) Penyelenggaraan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Hal tersebut sesuai dengan Visi Bupati Bungo yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bungo tahun 2021-2026 yaitu “Bungo Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut

dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu :

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung

kemajuan Daerah;
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2.2.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan
kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
pelayanan kesehatan yang terjangkau;

3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan
permodalan;

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang berbasis
transparansi dan melayani; dan

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan
kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan

masyarakat dengan memaksimalkan kompetensi dusun.

Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspketorat Daerah Kabupaten

Bungo sangat dipengaruhi oleh beberap faktor, diantarannya adalah

ketersediaan/Kuantias dan Kualitas Sumber Daya Manusia serta adanya

dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sumber daya

yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai

berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang
harus dimiliki oleh OPD karena kinerja pegawai yang baik akan
menentukan tingkat kinerja OPD tersebut. Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo pada saat Renstra ini disusun memiliki sumber daya
manusia sebanyak 35 orang terdiri dari dari 17 orang pegawai laki-laki
dan 18 orang pegawai perempuan.

Berikut kualifikasi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan yang dapat dilihat pada
tabel 1. tabel 2.dan tabel 3.

Tabel 1. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1 | Strata Dua (S2) 8

2 | Strata Satu (S1) 26

3 | Diploma -

4 | SMA 1
Jumlah 35
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Tabel 2. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pangkat

No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 Golongan IV 8
2 Golongan lll 26
3 Golongan li 1
Jumlah 35
Tabel 3.

Kualifikasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo Berdasarkan Jabatan
No. Jabatan Jumlah
1. | Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) 1
2. | Jabatan Administrator (Eselon Il1) 4
3. | Jabatan Pengawas (Eselon 1V) 2

4. | Jabatan Fungsional
- Jabatan Fungsional Auditor 20
- Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 6
5. | Jabatan Pelaksana 2
Total 35

2.2.2. Sarana Kerja (Aset)

Sarana Kerja yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Sarana dan Prasarana

No | Uraian Jumlah | Satuan
1 | Ruangan
Inspektur 24 m2
Inspektur Pembantu | 14 m2
Inspektur Pembantu I 14 m2
Inspektur Pembantu Il 18 m2
Inspektur Pembantu IV 18 m2
Sekretaris 14 m2
Bagian Evaluasi dan Pelaporan 19 m2
Bagian Perencanaan dan Keuangan 10 m2
Bagian Administrasi dan Umum 22 m2
Aula 63 m2
Fungsional | 30 m2
Fungsional Il 30 m2
Mushola 10 m2
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No | Uraian Jumlah | Satuan

Ruang Arsip 23 m2
2 | Komputer PC 2 Unit
3 | NoteBook/laptop 25 Unit
4 | Infokus 1 Unit
5 | Kendaraan Roda 4 6 Unit
6 | Kendaraan Roda 2 23 Unit
7 | Printer 8 Unit

Data dalam tabel diatas hanyalah peralatan dan perlengkapan

yang masih dapat digunakan atau masih dalam kondisi baik.

2.3.  Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo periode

2016-2021 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator

sasaran. Adapun Capaian Pelayanan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Bungo Berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut dapat

dilihat pada tabel 5., sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo selama periode Renstra 2016-2021

dapat dilihat pada tabel 6.
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Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspekiorat Daerah Kabupaten Bungo

lndik;{lor Kinerja Targel Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Yo Sasaran sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat
Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(1) @) () 6 [ e ol e o [al o @[ o[ a || a9 @]
1| Meningkatnya
?er;]gt;nda:lz;l ;{nlle:nal Tingkat Maturitas
erhadap faia Relod SPIP Pemerintah Level 1 | Level2 | lLevel3 | Level3 | Level3 | Level2 | lLevel3 | Level3 | lLevel3 | lLevel2 | 200% | 150% | 100% | 100% | 66.67
pemerintah daerah
Kabupaten Bungo
Opini BPK atas
baporan Kewangan WOP | WIP | WIP [ WP | WIP | WP | WP | WIP | WP [ WOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 7%
Pemerintah
Kabupaten Bungo
Nilai Sakip
Pemerintah (C B BB A A B B B B B 133.33% | 100% 80% 66.66% | 66.66%
Kabupaten Bungo
Level Kapabilitas APIP | Level I | Level2 | Level3 | Level3 | Level3 | Level2 | Level2 | Level3 | Level3 | Level3 100% 100% 100% 100% 100%
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada akhir periode
Renstra 2016-2021 terdapat gap/kesenjangan atas capaian dari target pada 3
(tiga) indikator kinerja, yakni:

1. Indikator “Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bungo”,
pada akhir periode Renstra (2021) capaian atas target hanya
sebesar 66,67 %. Dimana target Maturitas SPIP Kabupaten Bungo
yang ditetapkan adalah level 3, namun berdasarkan hasil penilaian
baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bungo oleh
BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang disampaikan melalui surat
Kepala BPKP  Perwakilan Provinsi Jambi nomor S-
347/PW05/3/2021 tanggal 16 Desember 2021 bahwa Pemerintah
Kabupaten Bungo memenubhi karakteristik Maturitas
Penyelenggaraan SPIP pada level 2 (berkembang) dengan nilai
2,812. Capaian level SPIP ini menurun dari level 3 (terdefinisi)
pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan ini disebabkan karena
adanya perubahan pada sistem/metode penilaian level SPIP,
dimana pada tahun sebelumnya level SPIP hanya diukur dari
struktur dan proses SPIP, sedangkan pada tahun 2021 penilaian
meliputi 3 (tiga) komponen yakni; (1) penetapan tujuan; (2) struktur
dan proses SPIP; serta (3) pencapaian tujuan. Atas 3 komponen ini
masih ditemui adanya kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo agar target level SPIP
level 3 dapat tercapai.

2. Indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bungo”. Rasio antara capaian dengan target tahun
berakhirnya periode Renstra 2016-2021 hanya 75%. Dimana target
yang ditetapkan atas Opini BPK adalah WTP, namun tahun terakhir
Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bungo yang diperoleh adalah
WDP. Tidak tercapaianya target WTP pada tahun 2021 atas
Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2020 disebabkan
karena masih adanya temuan BPK atas kelemahan pengendalian
internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

3. Indikator “Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo”. Nilai SAKIP

Pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun terakhir (2021) sampai
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saat Renstra ini disusun belum dikeluarkan oleh pihak Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kendati
demikian dari tabel diatas diketahui bahwa nilai SAKIP Pemerintah
Kabupaten Bungo pada tahun 2019 dan 2020 juga belum
mencapai taget, dimana target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah
BB sedangkan nilai yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2020
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB adalah B.

Selain itu, terdapat 1 (satu) indikator yang pada akhir periode Renstra
telah mencapai target 100 % yaitu indikator “level kapabilitas APIP”. Target
yang ditetapkan dalam Renstra periode 2016-2021 adalah level 3, target ini
telah tercapai sejak tahun 2019. Keberhasilan dalam mencapai target level 3
kapabilitas APIP dipengaruhi oleh ketersediaan SDM yang berkompeten untuk
melaksanakan Kkegiatan pengawasan. Berdasarkan data kepegawaian
diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki 26 pejabat
fungsional yang terdiri dari 20 orang Auditor dan 6 orang Pengawas
Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Semua pejabat
fungsional tersebut telah memiliki sertifikasi sesuai jenjang jabatan pada
masing-masing jabatan.

Pada tabel 6. berikut akan disajikan anggaran dan realisasi pendanaan
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo selama periode Renstra 2016-
2021.
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Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Uraian

Anggaran Perangkal Daerah Tahun ke-

Realisasi Anggaran Tahun ke -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Anggaran

Realisasi

()

(2

()

(4

0)

()

0

]

0)

(1)

(1)

(12

(13)

(1)

(15)

(16)

(19

(19)

Belanja Tidak
Langsung/
Belanja Pegawai

4,345,753,065

4,264,368,604

4,991,197.203

5,360,017,947

4,930,538.470

3,790,848,651

3.806,212.484

4,399,853,342

4,719,641,608

4,555,864,514

87%

89%

8%

8%

92%

4,787,575,098

4,254.488.120

Belanja
Langsung

2,539,700,600

2,860,736,600

2,434,659.900

2,968,376,200

2,364,000,548

2,292,760,259

2,599,115.472

2,237,625.268

1,684,336,865

1,381,866,950

90%

91%

92%

37%

38%

4,787,575,098

2,039,140,969

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

305,545,600

499,729,800

376,109,900

576,996,000

491,368,969

476,021,409

350,353,869

356,809,197

93%

62%

392,076,260

334,910,689

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

162,536,000

158,616,000

111,100,000

170,283,200

128,593,115

154,698,936

111,033,004

77,133,518

79%

98%

100%

45%

120,507,040

94,291,715

Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

28,780,000

7470000

7,790,000

8,400,000

27,320,000

6,720,000

7,790,000

95%

90%

100%

0%

10,488,000

8,366,000

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

48,800,000

5,600,000

25,555,252

3,015,500

2%

0%

0%

98%

10,680,000

6,214,150
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Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
(apaian Kinerja
dan Keuangan

4,900,000

2,250,000

600,000

4,150,000

4,898,400

2,250,000

600,000

3,099,500

100%

100%

100%

87%

2,360,000

2,269,580

Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

1.457,207,000

1,549,343.000

1,533,720,000

1,713,059,000

1,366,054,125

1,429,821.473

1,487,122,272

1,036,742,300

94%

92%

97%

61%

1,250,665,800

1,064,068,034

Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan

119,002,000

297,902,000

176,000,000

220,800,000

99,491,148

256,729,385

91,455,726

149,214,500

8%

6%

52%

68%

162,740,800

119,378,152

Program
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan
Sistem dan
Prosedur
Pengawasan

2,750,000

51,502,000

28,740,000

19,150,000

2,749,950

42,442,119

28,442,088

1,050,000

100%

62%

99%

3%

20,428,400

14,936,831

Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat

210,150,000

293,924,000

200,800,000

247,940,000

146,129,300

230,432,150

160,626,309

34,272,350

70%

78%

60%

22%

190,568,800

118,332,422
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Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

600,682,748

308,721,080

0%

0%

0%

51%

120,136,550

61,744,216

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

1,699.463.400

1,062,361,900

63%

339,892,680

212,472,380

Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
dan Asistensi

63,860,400

10,784,000

0%

17%

12,772,080

2,156,800

Total Anggaran
(Belanja Tidak
Langsung +
Belanja
Langsung)

6,865,453,605

7,145,105,604

7.426,057,103

6,354,396,147

7.294,545,018

6,083,608,910

6,405,327,956

6,037.476,610

6,403,976.473

3,937,751.,494

88%

90%

89%

%

81%

7421,111,507

6,293,629,089
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio tertinggi antara
realisasi dengan anggaran terjadi pada tahun 2018 yakni mencapai 90%,
selanjutnya diikuti tahun 2019 sebesar 89%, tahun 2017 sebesar 88%, tahun
2021 sebesar 81% dan tahun 2020 sebesar 77%. Rendahnya rasio antara
realisasi dengan anggaran pada tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa hal,
diantaranya tidak optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang
disebabkan oleh pembatasan aktivitas perkantoran serta kegiatan-kegiatan
yang bersifat kerumunan dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi

Covid-19. Hal ini terlihat dari laporan realisasi keuangan tahun 2019 dan

2020, dimana serapan anggaran triwulan [, Il dan 1l tahun 2020 yang relatif
lebih rendah dari serapan anggaran triwulan I, I, Ill tahun 2019. Serapan
anggaran Triwulan I, 1l dan Il pada tahun 2020 masing-masing adalah

11.34%, 30.75%, dan 44.92% sedangkan tahun 2019 masing-masing 15,67%,
49,96% dan 74,23%.

Pada tahun 2021 rasio antara realisasi dengan anggaran mengalami
kenaikan dibandingkan tahun 2020. Selain karena jumlah anggaran yang lebih
kecil dibanding tahun 2020, ketepatan dalam pengalokasian anggaran serta
pemilihan kegiatan-kegiatan yang sudah memperhitungkan kondisi dan
dampak pandemi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas

penganggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan Tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo ditinjau dari
sisi internal dan sisi eksternal.
2.4.1. Tantangan dan Peluang dari sisi Internal

Pemberian informasi atas kondisi obyektif terkini pada Inspektorat
Daerah kabupaten Bungo berupa tantangan dan peluang yang dimiliki dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi baik sebagai Quality Assurance maupun
Consultant Partner, merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan
untuk menyusun Perencanaan Strategis.

Tantangan bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo dari sisi internal adalah:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang

masih rendah menjadi sebab tidak tercapainya outcome dari

kegiatan pengawasan Internal.
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2. Kepedulian/ perhatian masyarakat terhadap jalannya roda
pemerintahan di daerah akan berdampak pada meningkatnya
jumlah pengaduan masyarakat.

3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan
rencana tindak pengendalian berdampak pada lemahnya sistem
pengendalian Internal.

4. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam proses bisnis organisasi menuntut kompetensi SDM dan
penerapan inovasi berbasis teknologi informasi dan computer dalam
kegiatan pengawasan.

Adapun peluang bagi pelayanan pengembangan pelayanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dari sisi internal adalah:

1. Adanyan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas
peran pengawasan intern;

2. Adanya dukungan anggaran, baik untuk operasional pengawasan
maupun untuk peningkatan kompetensi SDM APIP; dan

3. Adanya asosiasi profesi jabatan fungsional (Auditor dan P2UPD)
sebagai sarana peningkatan profesionalisme peran pengawasan
intern.

2.4.2. Tantangan dan Peluang dari sisi eksternal

Tantangan dan peluang bagi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo dari sisi eksternal, adalah tantangan dan peluang yang merupakan
implikasi atau dampak dari ditetapkannya tujuan dan arah kebijakan
Rencanaa Strategis pada Kementerian/Lembaga. Adapun tantangan dan
peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo dari sisi eksternal adalah sebagai berikut:
2.4.2.1 Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Starategis Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024. Salah

satu tujuan jangka menengah yang ditetapkan oleh Kemendagri

adalah “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan
daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan
inovasi”. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut

difokuskan pada:
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1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

melalui:

a.

b
c.
d

o

g.

Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan;
Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri;
Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri;
Pengembangan  kapasitas dan  kompetensi  aparatur
pemerintahan dalam negeri;

Pembangunan Big Data SDM ASN;

Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian
Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional;

Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.

2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat

dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:

a.

® 2 o0 o

Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda;

Analisis kebutuhan pembentukan Perda;

Reviu Ranperda dan Ranperkada;

Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik
atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (research

based policy);

3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:

a.

Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah
dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan
publik;

Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan
strategis nasional;

Pengembangan profil daerah;

Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah,
termasuk  diantaranya  penerapan  Perencanaan  dan
Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen
perencanaan pembangunan daerah;

Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah;

Pengembangan seni kerajinan nasional;
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g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi
desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan
pendapatan desa;

h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non
pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa;

i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah
pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai
target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi
daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi
mandatory spending infrastruktur pro investasi;

j.  Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi
daerah;

k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring
pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemik
Covid-19.

4. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:

a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Kementerian Dalam Negeri;

b. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung
pemerintahan desa;

c. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan
Kepamongprajaan (IPDN);

d. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan
SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;

e. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di
kawasan perbatasan Negara;

f. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan
pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya
pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah;

g. Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah;
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h. Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana
prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan
konektivitas antar wilayah.

5. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan desa, melalui:

a. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;

b. Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

c. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dan kelurahan;

d. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP;

e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;

f. Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria  (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta
harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah;

g. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah;

h. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Daerah.

6. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan
investasi di daerah, melalui:

a. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital;

b. Implementasi One Stop Services (OSS) pada PTSP di Daerabh;

c. Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan
peningkatan  kualitas tenaga kerja dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor
informal;

d. Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan
berusaha/investasi serta izin lokasi;

e. Peningkatan capaian penerapan SPM;

f. Penguatan inovasi daerah.

7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:

a. Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa,

termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru;

b. Penerapan standar pelayanan perkotaan;
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c. Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan
strategis nasional;

d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan
stunting;

e. Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah
termasuk Ibukota Negara baru;

f. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan
perikanan;

g. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan
dengan peraturan desa,;

h. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE
(Smart Village);

i. Fasilitasi Penerapan Smart City.

8. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan
pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta
pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Berdasarkan tujuan jangka menengah Kementerian Dalam

Negeri, terdapat beberapa arah kebijakan yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat

Daerah Kabupaten Bungo. Adapun yang berdampak sebagai

tantangan adalah:

1. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah,
termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran
Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerabh;

2. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan desa, melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

sedangkan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang

berimplikasi sebagai peluang bagi pengembangan Inspektorat Daerah

Kabupaten Bungo adalah:

1. Adanya penguatan kinerja Inspektorat Daerah
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2. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas
jabatan fungsional PPUPD secara nasional.
2.4.2.2 Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB).
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permenpan) nomor 24 tahun 2020 telah
menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Salah satu tujuan
jangka menengah yang ingin dicapai dalam dokumen Renstra
Kemenpan RB tersbut adalah “Terwujudnya birokrasi yang berkualitas,
kapabel dan berdaya saing”. Sebagai upaya mewujudkan tujuan
tersebut Kementerian PAN-RB menetapkan arah kebijakan dan
strategis sebagai berikut:
1. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, melalui:
a. Penguatan kebijakan kelembagaan;
b. Pengembangan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);
c. Pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi pada tingkat
nasional;
d. Pengembangan strategi penerapan SPBE terintegrasi pada
tingkat K/L/D;
e. Penguatan koordinasi inter-organisasi dan antar organisasi K/L
lintas sektor;
f. Pengembangan proses bisnis (holistik — integratif), berbasis
tematik; dan
g. Penyederhanaan struktur.
2. Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit, melalui:
a. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis
merit;
b. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis
kebutuhan;
c. Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas
strategi;

d. Pengembangan model pengadaan ASN;
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o

Penerapan manajemen talenta nasional ASN;

.

Penguatan manajemen kinerja;
g. Pengembangan sistem kesejahteraan;
h. Penguatan budaya integritas ASN;

i. Peningkatan implementasi sistem merit.

3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui:

a. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP;

b. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran
berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based
budgeting);

Penyelarasan kinerja nasional (trilateral kinerja);

d. Intensifikasi sistem alih pengetahuan, replikasi dan/atau
adaptasi best practices;

e. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
dalam manajemen kinerja;

f. Pemberian insentif penerapan SAKIP.

4. Penguatan pengawasan, melalui:

a. Penguatan Sistem Integritas Nasional;

b. Peningkatan independensi dan profesionalisme lembaga
pengawasan;

c. Peningkatan Sinergitas Pengawasan,;

d. Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor
strategis.

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik, melalui:

a. Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik;

b. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (e-
service);

c. Penguatan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan; dan

d. Peningkatan pelayanan publik yang integratif;

6. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional, melalui:

a. Penguatan kebijakan pelaksanaan RB nasional;

b. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pelaksana RB

Nasional (Komite Pelaksana Reformasi Birokrasi Reformasi
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Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit
Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Teknis) dan
instansional,

Intensifikasi pembinaan pelaksanaan RB instansional;
Internalisasi pelaksanaan RB nasional dan instansional;

Peningkatan partisipasi masyarakat; dan

- o a0

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.
Berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian PAN-
RB di atas, maka terdapat arah kebijakan yang berimplikasi sebagai
tantangan bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah
kabupaten Bungo, yakni:
1. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam proses bisnis organisasi.
2. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP.
3. Penguatan pengawasan melalui perluasan pembangunan zona
integritas pada sektor-sektor strategis.
4. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi
birokrasi.
Dan arah kebijakan yang berimplikasi sebagai peluang bagi
pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah kabupaten Bungo
adalah:
1. Adanya pengembangan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis
Eloktronik (SPBE);
Adanya Pemberian Insentif bagi daerah dalam penerapan SAKIP.
Adanya Peningkatan independensi dan profesionalisme Inspektorta
Daerah Kabupaten Bunngo ;
4. Adanya Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan
RB di Kabupaten Bungo.
2.4.2.3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Rencana Strategis BPKP ditetapkan dengan Peraturan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 2 tahun 2020.
tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan tahun 2020-2024. Adapun tujuan jangka menengah
yang ingin dicapai oleh BPKP pada Renstra tersebut adalah;

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;
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2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel
dan Sehat.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPKP menetapkan Arah

kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan daerah,

akan difokuskan pada:

a.

e.

Akuntabilitas keuangan negara bidang Perekonomian dan
Kemaritiman;

Akuntabilitas keuangan negara bidang Polhukam dan PMK;
Akuntabilitas keuangan daerah;

Dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan
daerah; serta

Efektivitas pengendalian korupsi.

2. Pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan nasional, akan

difokuskan pada:

a.

c.
d.

e.

Akuntabilitas pembangunan nasional bidang Perekonomian dan

Kemaritiman;

. Akuntabilitas pembangunan nasional bidang Polhukam dan

PMK;
Auntabilitas pembangunan nasional daerah;
Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional; serta

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Pengawasan terhadap akuntabilitas badan usaha, akan difokuskan

pada:

a.

c.
d.

e.

Dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan
daerah;

Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan aset
badan usaha;

Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional;
Kualitas tata kelola BUMN/D/BLUD:; serta

Efektivitas pengendalian korupsi.

4. Pengawasan terhadap peningkatan efektivitas pengendalian

korupsi, akan difokuskan pada:

a.
b.

Efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian; dan

Efektivitas pengendalian korupsi pada kementerian/BU/Pemda
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5. Pengawasan bertujuan untuk peningkatan kualitas Pengendalian
Intern K/L/Pemda/BU, yang akan diarahkan pada:
a. Kualitas pengendalian intern KL bidang Perekonomian dan
Kemaritiman;
Kualitas pengendalian intern KL bidang Polhukam dan PMK;
Kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah;
Kualitas pengendalian intern Badan Usaha; serta

©® 2 o0 o

Kualitas pengendalian Korupsi.
Berdasarkan arah kebijakan BPKP selama periode 2020-2024,
terdapat beberapa arah kebijakan yang berimplikasi sebagai tantangan
bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
pada lima tahun mendatang, yakni:
1. Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah;
2. Pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan daerah;
3. Pengawasan terhadap akuntabilitas dan kualitas tata kelola BUMD;
4. Pengawasan terhadap peningkatan efektivitas pengendalian

korupsi.

Selain berimplikasi sebagai tantangan, terdapat juga arah
kebijakan BPKP yang berimplikasi sebagai peluang bagi
pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo,
yakni:

1. Adanya arah kebijakan pengawasan BPKP yang bertujuan untuk
peningkatan kualitas pengendalian intern pada Pemerintah Daerabh;
2. Adanya arah kebijakan pengawasan BPKP yang bertujuan untuk

peningkatan kualitas pengendalian korupsi.
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3.1.

BAB llI

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi

Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo mempunyai

Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

tugas untuk

membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya

daerah, pengelolaan BUMD, pengaduan masyarakat,

pencegahan dan

investigasi. Berdasarkan tugas tersebut, permasalahan yang akan dihadapi

sangat besar dan beragam, namun yang menjadi perhatian diantaranya

adalah Opini BPK, Sistem Pengendalian Internal, Nilai SAKIP dan Kapabilitas

APIP.
Tabel 7. Identifikasi Permasalahan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 | Opini BPK Opini BPK atas LKPD tahun |1. Pengendalian internal
2020 adalah WDP, salah satu |2. Kepatuhan terhadap
penyebabnya adalah peraturan perundang-
lemahnya pengendalian undangan
internal dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan.

2 | Sistem Pengendalian | Maturitas SPIP Pemerintah | 1. Nilai SAKIP

Internal Kabupaten Bungo tahun 2021 |2. Penerapan Manajemen

berada pada level 2

(berkembang) dengan nilai

2,812. Adapun rekomendasi

perbaikan antara lain sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas
SAKIP agar dalam penilaian

SAKIP menjadi BB.

2. Menyusun dan menerbitkan

kebijakan terkait
manajemen/ pengelolaan
risiko yang minimal berisikan
kerangka dan proses
manajemen  risiko  yang
diadopsi oleh Pemerintah
Daerah, penetapan kriteria
risiko, risk appetite dan risk
tolerance,  struktur  dan

Risiko

. Kompetensi SDM terkait

pengelolan risiko

. Peningkatan IEPK
. Capaian kinerja program

dan kegiatan perangkat
daerah
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kepemilikan  risiko, serta
pembagian tugas dan
tanggung jawab terkait
manajemen risiko.

3. Menyiapkan sarana dan

prasarana penerapan
manajemen  risiko  serta
peningkatan kompetensi

SDM  Kabupaten Bungo
dalam pengelolaan risiko
terintegrasi.

4. Menaruh perhatian khusus
dan mengambil langkah-
langkah  perbaikan pada

Indeks Efektivitas
Penegakan Pengedalian
Korupsi  (IEPK) sehingga
mampu mengendalikan

risiko kecurangan (fraud)

5. Melakukan pemantauan atas
capaian kinerja program dan
kegiatan perangkat daerah
dan menjadikan hasil
pemantauan sebagai dasar
perbaikan Kkinerja periode
berikutnya

3 | Nilai SAKIP Hasil evaluasi menunjukkan | 1. Kualitas dokumen
bahwa nilai SAKIP Pemeritah perencanaan
Kabupaten Bungo tahun 2021 | 2. Efektivitas penggunaan

adalah 67,60 atau prediket “B”. anggaran dalam
Nilai tersebut menunjukkan mencapai tujuan.

bahwa tingkat efektivitas dan |3. Integrasi fungsi
efisiensi penggunaan perencanaan, keuangan

anggaran yang masih rendah dan kinerja.
jika dibandingkan  dengan |4. Kualitas laporan kinerja
capaian kinerja. Adapun |5. Faktor pendukung dan

rekomendasi perbaikan penghambat capaian
diantaranya sebagai berikut: kinerja
1. Melakukan reviu dokumen |6. Kapasitas evaluator
perencanaan secara internal
keseluruhan untuk | 7. Akuntabilitas kinerja

memastikan kualitas sasaran perangkat daerah
strategis, kualitas indikator
kinerja, keterpaduan
perencanaan serta
penjabaran kinerja yang
tepat dengan mengacu
pohon kinerja.

2. Melakukan reviu atas
keselarasan, antar kegiatan,
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program  serta  sasaran
strategis untuk memastikan
seluruh penggunaan
anggaran  efektif  dalam
pencapaian kinerja.

3. Meningkatkan pemanfaatan

teknologi untuk
mengintegrasikan fungsi
perencanaan, keuangan,
dan kinerja untuk
meningkatkan kualitas
manajemen kinerja secara
menyeluruh.

4. Meningkatkan kualitas
laporan  kinerja  dengan
mengeksplorasi dan
menganalisis secara
mendalam faktor

pendukung dan penghambat
pencapaian kinerja.

5. Meningkatkan kapasitas
evaluator dan melaksanakan
evaluasi internal, sehingga

mampu menggunakan
instrument evaluasi secara
maksimal, menerapkan
professional judgement
secara tepat, serta
memberikan  rekomendasi
yang dapat memacu
perbaikan akuntabilitas
kinerja perangkat daerah.

6. Menjadikan perbaikan
implementasi SAKIP sebagai
pengungkit untuk
mempercepat upaya
reformasi birokrasi di
pemerintah daerah.

4 | Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP sudah | 1. Sertifikasi profesi auditor

berada pada level 3 sejak |2. Risk register perangkat
tahun 2019, namun belum daerah

adanya auditor yang memiliki
sertifikasi profesi (seperti CIA,
CGAP, CRMP, dsb), serta
tidak diperbaharuinya
pemetaan register  risiko
disetiap perangkat daerah
masih menjadi hal yang harus
diperhatikan
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3.2.  Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Visi dan Misi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati pada saat pemilihan kepala daerah (PILKADA)

tahun 2020. Adapun visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo
adalah BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA. Deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU

. Merupakan masyarakat yang berpendidikan unggul, derajat
kesehatan berkualitas, dan ekonomi mandiri dengan ditunjang

oleh infrastruktur yang baik.

SEJAHTERA : Merupakan masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan

menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.

Untuk mewujudkan visi BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA tersebut,

maka misi yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026 adalah:

1.

Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung
kemajuan daerah.

Misi ini bertujuan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk
mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan
menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan
kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Misi kedua bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang
berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan
permodalan.

Misi ketiga bertujuan meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan
kelembagaan dan permodalan.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis
transparansi dan melayani.

Misi keempat bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani publik.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan

kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan
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masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Misi kelima bertujuan meningkatkan upaya pemberdayaan
masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan
penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan
potensi dusun.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo tersebut,
maka misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang terkait dengan tugas dan
fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah misi keempat yaitu
“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi
dan melayani”. Misi keempat memiliki 2 (dua) sasaran, yakni:

1. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator

sasaran IKM Daerah; dan

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan

indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK.

Sasaran dari misi keempat yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sasaran kedua vyaitu
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Sasaran ini
memiliki beberapa program, dan program yang terkait dengan Inspektorat
Daerah Kabupaten bungo adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;dan

2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
berikut akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian misi Bupati dan
Wakil Bupati Bungo (misi keempat).

Tabel 8. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Misi/ Program Penghambat Pendorong
Meningkatkan kualitas tata kelola |- Kompetensi SDM - Pengembangan SDM
pemerintahan  yang  berbasis |- Kompleksitas beban + Penggunaan teknologi
transparansi dan melayani. tugas informasi
Dengan program: - Keterbatasan alokasi + Regulasi
1. Program Penyelenggaraan anggaran pada tahun mengatur batas

Pengawasan;dan berjalan minimum anggaran
2. Program Perumusan |- Perubahan regulasi APIP
kebijakan, pendampingan dan |- Koordinasi/komunikasi - Pedoman/standar
asistensi yang tidak efektif dengan pengawasan
pemangku kepentingan Asosiasi profesi
- Penerapan
pengawasan intern
berbasis risiko (PIBR)
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentsra Provinsi

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor pendorong dan
penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Bungo ditinjau dari sasaran jangka menengah
Kementerian/ Lembaga.

3.3.1. Kementerian Dalam Negeri
Salah satu tujuan jangka menengah yang ditetapkan Kementerian
Dalam Negeri yang memiliki kaitan dengan pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo adalah “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan
pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan
inovasi”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan
dalam negeri, dengan Indikator :
a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM
aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan
daerah, dengan Indikator yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan
Produk Hukum Daerah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif, dengan Indikator :
a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah.
e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.

h. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 2021-2026 Page 41



dengan kategori “utama”.

i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

j- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam
aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk
semua keperluan, dengan Indikator :

a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama
pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan
publik (komulatif).

5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan

Indikator yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah tersebut, diketahui bahwa
terdapat sasaran Kemendagri yang menjadi faktor pendorong bagi
permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yaitu sasaran
satu “Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM melalui pengembangan
kompetensi SDM minimal 20 Jam per tahun”. Selain itu, sasaran yang menjadi
faktor penghambat bagi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo adalah “adanya harmonisasi kualitas produk hukum pusat

dan daerah”.

3.3.2. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemen PAN-RB)

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dalam
upaya mencapai tujuan “Terwujudnya birokrasi yang Berkualitas, Kapabel dan
Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif

dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi, dengan indikator :
a. Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional.
b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
c. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”.
2. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera,
dengan indikator :
a. Indeks Sistem Merit
b. Indeks Profesionalitas ASN
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3. Terwujudnya Instasi Pemerintah yang efektif dan Akuntabel,

dengan indikator :

a. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional.

b. Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B”
ke atas.

4. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, dengan
indikator jumlah unit kerja percontohan yang mendapat predikat
WBK/WBBM di sektor strategis

5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan
indikator Indeks Pelayanan Publik Nasional

6. Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional, dengan
indikator, persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi
Birokrasi “Baik”

Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat sasaran Kementerian
PAN-RB yang menjadi faktor pendorong bagi permasalahan pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, yakni:

1. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera.

2. Terwujudnya Instasi Pemerintah yang efektif dan Akuntabel yang
diukur dengan nilai Implementasi SAKIP.

3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan

indikator Indeks Pelayanan Publik Nasional.

3.3.3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Dalam rangka mencapai tujuan “terwujudnya akuntabiitas keuangan
dan pembangunan nasional” BPKP menetapkan sasaran jangka menengah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Daerah, dengan indikator :
a. Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi
b. Nilai pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien
c. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan, dengan indikator :
a. Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target
b. Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target

c. Jumlah proyek prioritas strategis yang tercapai sesuai target
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d. Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target.

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Badan Usaha, dengan indikator Jumlah badan usaha dengan
akuntabilitas badan usaha yang baik.

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi dengan indikator:

a. Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

b. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

c. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi
Baik

5. Meningkatnya  pengawasan pembangunan atas kualitas
pengendalian intern K/L/Pemda/BU (halaman 52), dengan indikator:
a. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP = level 3
b. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP = level 3
c. Persentase K/L/P/BU dengan MRI = level 3

Dari uraian sasaran jangka menengah BPKP di atas, diketahui bahwa

terdapat sasaran BPKP yang menjadi faktor pendorong bagi permasalahan
pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, yakni:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Daerah.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi.

3. Meningkatnya  pengawasan pembangunan atas kualitas

pengendalian intern K/L/Pemda.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Pemerintah Kabupaten Bungo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun
2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:
1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai
Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat
orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat
Pelayanan Primer Provinsi Jambi.
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
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transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang
terpadu dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Bungo;

4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;

5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan

perekonomian wilayah;

6. Pengembangan kawasan budidaya; dan

7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

Sebagai perangkat daerah yang termasuk ke dalam urusan penunjang
unsur pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki pelayanan
berupa pengawasan intern, baik yang bersifat Assurance maupun Consulting,
sehingga jika ditinjau dari dampak implementasi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada
Pemerintah Kabupaten Bungo, maka tidak terdapat faktor-faktor yang secara
signifikan akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Bungo. Namun demikian, jika ditinjau dari tujuan dan
fungsi pengawasan intern itu sendiri, dengan pemberlakuan RTRW dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo memiliki peran dalam memberikan jaminan/keyakinan bahwa dokumen
perencanaan pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah telah disusun
dengan memperhatikan kebijakan RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis ditentukan dengan cara memperhatikan permasalahan
pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, tantangan dan peluang
serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diuraikan pada
bagian sebelumnya. Adapun isu-isu strategis yang akan ditangani melalui
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026
adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas Pengendalian Internal
Isu ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu
risiko terbesar yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian
tujuan organisasi adalah risiko terjadinya penyimpangan dan
korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya

pengendalian internal yang efektif akan mampu mencegah dan
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mengurangi terjadinya penyimpangan dan korupsi, sehingga tujuan
organisasi dapat diwujudkan.

2. Peningkatan Kapabilitas APIP
Peran penting APIP dalam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintah daerah, menjadi salah satu alasan
menempatkan kapabilitas APIP sebagai salah satu isu strategis.
Kendatipun kapabilitas APIP Kabupaten Bungo telah berada pada
level 3 sejak tahun 2019, namun upaya untuk mempertahankan
dan/atau meningkatkan ke level 4 masih dianggap sebagai sesuatu
yang penting.

3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi dan tidak
terbatas pada pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
serta serta Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dibandingkan dengan capaian kinerja merupakan sesuatu yang
harus diperhatikan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ Pengawasan APIP
Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan
merupakan salah satu instrument penting dalam pengawasan.
Adanya perbaikan pada penyelenggaraan pemerintah daerah
tergantung dari keseriusan auditi dalam menindaklanjuti saran dan
rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan.

5. Penanganan pengaduan masyarakat
Kepedulian dan perhatian masyarakat pada penyelenggaraan
pemerintah daerah seringkali berimplikasi pada banyaknya
tuntutan dan pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan
pelanggaran dan penyimpangan. Inspektorat selaku APIP yang
menyelenggarakan fungsi pengawasan akan menjadi lini terdepan
dalam menindaklanjuti pengadauan masyarakat tersebut.

6. Tuntutan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Tuntutan pemanfaatan TIK berkaitan dengan kemudahan dalam
pelaksanaan pekerjaan yang semakin kompleks serta
meningkatnya penggunaan TIK dalam berbagai proses bisnis pada

pemerintahan daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017
bahwa tujuan didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah
rumusan kondisi yang menggabarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi dan isu-isu strategis serta
memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu misi keempat “Meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani”.
Maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merumuskan tujuan dan sasaran
jangka menengah sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

2. Peningkatkan pengendalian internal terhadap tata kelola
pemerintah daerah.

a. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi.
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian Internal.

3. Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten

Bungo secara rinci dapat dilihat pada tabel 9. di bawah ini.

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 2021-2026 Page 47



Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

. . ) Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-
NO | Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran
2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi | 1. | Capaian Kinerja Administrasi | 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Perkantoran
Bungo
1.1. | Meningkatnya kualitas kinerja 1. | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah B B BB BB A
pelayanan organisasi Kabupaten Bungo
2 | Peningkatkan pengendalian internal terhadap | 1 | Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo B BB BB BB A
tata kelola pemerintah daerah
2 | OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP
3 | Level Maturitas SPIP 3 3 3 3 4
2.1 Meningkatnya kualitas pengawasan | 1 | Persentase nilai evaluasi SAKIP PD 45% 50% 53% 58% 64%
dan pengendalian Internal minimal "BB"
2 | OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP
3 | Nilai Maturitas SPIP 3,0 3,2 3,4 3,6 4
4 | Persentase penyelesaian tindak lanjut 65% 70% 75% 80% 85%
pemeriksaan internal dan eksternal
5 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang di 100% 100% 100% 100% 100%
tindak lanjuti
2.2 Meningkatnya kualitas aparat 1 | Level Kapabilitas APIP 3 3 3 3 4
pengawasan intern pemerintah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah
kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi. Pada bab sebelumnya telah dirumuskan tujuan dan sasaran jangka
menengah pada Inspektorat daerah. Atas tujuan dan sasaran tersebut
ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi
Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan strategi sebagai berikut:

1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan Organisasi, melalui:

a. Peningkatan kompetensi pelayanan organisasi melalui pendidikan

dan pelatihan standardisasi.

b. Peningkatkan sarana dan prasarana pelayanan organisasi

berbasis IT.

c. Peningkatan evaluasi pelayanan organisasi.

Tujuan 2 : Peningkatan Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola
Pemerintah Daerah.

Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian
Internal

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan strategi sebagai berikut:

2.1.1 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui optimalisasi peran
Inspektorat dalam kegiatan Assurance Activies dan Consulting
Activities, melalui:

a. Penerapan perencanaan berbasis risiko;
b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan dengan menetapkan SOP
terkait pengawasan.

2.1.2 Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal, melalui:

a. Peningkatan level kematangan Manajemen Risiko pada setiap

Perangkat Daerah;
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b. Optimalisasi fasilitasi dalam rangka internalisasi Manajemen
Risiko.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Internal

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan strategi:

2.2.1 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Penguatan
standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan.
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Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

VISI : Bungo Maju dan Sejahtera

MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Transparansi dan Melayani

NO Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan 1.1 | Meningkatnya kualitas 1.1.1 | Meningkatkan kualitas pelayanan Organisasi. | Peningkatan kompetensi pelayanan
Administrasi Perkantoran Inspektorat kinerja pelayanan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan
Daerah Kabupaten Bungo organisasi standardisasi.
Peningkatkan sarana dan prasarana
pelayanan organisasi berbasis IT.
Peningkatan evaluasi pelayanan organisasi.
2 | Peningkatan Pengendalian Internal 2.1. | Meningkatnya Kualitas 2.1.1. | Meningkatkan kualitas hasil pengawasan Penerapan perencanaan pengawasan
terhadap Tata Kelola Pemerintah Pengawasan dan melalui optimalisasi peran inspektorat dalam | berbasis risiko
Daerah Pegendalian Internal kegiatan Assurance Activies dan Consulting . _ .

Activities Peningkatan kualitas hasil pengawasan
dengan menetapkan SOP terkait
pengawasan

2.1.2. | Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Peningkatan level kematangan Manajemen

Internal Risiko pada setiap Perangkat Daerah
Optimalisasi fasilitasi dalam rangka
internalisasi Manajemen Risiko

2.2. | Meningkatnya Kualitas 2.2.1. | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Penguatan standarisasi jabatan dan

Aparat Pengawasan Internal

Manusia

kompetensi berbasis kebutuhan

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 2021-2026

Page 51




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan yag telah dirumuskan pada bagian sebelumnya maka disusun
langkah-langkah strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan

rencana pendanaan sebagaimana dirinci pada tabel 11. berikut ini.
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Tabel I1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

T S (apaian
a Indikator Kinerja pada
s Tujuan, Sasaran, Tahun Kondisi Kinerja pada P&I-,)I:angll(lal
Y. Kode Program dan Kegiatan Program Awal Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Periode Rensira b “"'r‘: | Lokasi
NE (outcome)dan Perenca Perangkal enanggung
a L Jawab
ol ® Kegiatan (Output) naan
n (2021) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
nle ®) () ©) (©) @ ® O (19) () (12) (13) (14 (15) (16) (17 (13) 19 (20)
. T L (apaian Kinerja
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran A , )
Inspektorat Dacrah Kabupaten Bungo 33:‘:{;"“'2125“' 100% 1 100% sestnzazo | 0% 6.475.780.100 0% 17 pzazin 0% | g 560219182 100% 1 g 818852059 0% | a7 gg7.111.585 | Mopekiora | Bungo
L . Nilai SAKIP Inspektorat
Meningkatnya kualtas kinerja playanan organisasi Daerah Kabupalen Bungo b b e | 6.475.780.100 LT aTam B s Y1 osmsm Y sreeninss
PROGRAM PENUNJANG Persentase terlaksannya
RI T A AN mi i 0, 0, 0, 0, 0, 0,
R ;ﬁ;ﬁiﬁiﬂi‘gﬂ;ﬁl\on ;ﬂ:‘;{';n'::;sn' W searmaze | ™ | eamszsoaoe | " | nemzan | | ssenaoase | 1 | omisssaese | | sreeniinsss bungo
Jumlah dokumen
Perencanaan Penganggaran | perencanaan
RN E dan Evaluasi Kinerja pengunggaran dan 5 1880000 | ° 2.500.000 > 5.000.000 > 10.000.000 S 10500000 ? 29.880.000 Bungo
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
perangkat daerah
Jumlah Dokumen RKA-
ol 111 am Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil 1 | 1 1 1 |
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 170.000 | Dokumen 500.000 | Dokumen 1.000.000 | Dokumen 2.000.000 | Dokumen 2.100.000 | Dokumen 6.070.000
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
R ERETT Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil | | 1 1 1 1
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 470.000 | Dokumen 500.000 | Dokumen 1.000.000 | Dokumen 2.000.000 | Dokumen 2.100.000 | Dokumen 6.070.000
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
R ERETT Koordinasi dan Penyusunan DPA- | SKPD dan Laporan Hasil | | 1 1 1 1
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 470.000 | Dokumen 500.000 | Dokumen 1.000.000 | Dokumen 2.000.000 | Dokumen 2.100.000 | Dokumen 6.070.000
Dokumen DPA-SKPD
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201

Koordinasi dan Penyusunan

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil

1

1

1

1

Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 470.000 | Dokumen 500.000 | Dokumen 1.000.000 | Dokumen 2.000.000 | Dokumen 2.100.000 | Dokumen 6.070.000
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
6 a0t | o7 Lvaluasi Kinerja Perangkat IJ::IT:E Il;zi);:uln(urivulum 1 | 1 1 |
- “ | Daerah I]aera!h ¢ Laporan 500.000 Laporan 1.000.000 Laporan 2.000.000 Laporan 2.100.000 Laporan 5.600.000
Administrasi Keuangan Persentase ASN yang
2.02 . ’ apatkan gaji da % % % % % 7 speklora
6 2 Perangkat Dacrah l"l'l:'!‘f:g"l““ i dan 100% 1 samgerazn | 19% | saeessseon | 10 | somisso000 | 1% | eassasoono | " | gestozeone | 1M | 20716366730 | MpeMoral | Bungo
. . . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan .
6 202000 oy Menerima Gaji - dan Boang - sogimzaze | V0| sagamsen | 2T samsson | 0T oomenon | O | s | O | w5060
Tunjangan ASN
p g | o | Penvediaan Adminisirasi Jumlah Dokumen asil 12 12 12 12 12 12
’ Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen 72.368.800 | Dokumen 76.000.000 | Dokumen 110.000.000 | Dokumen 115.500.000 | Dokumen 121.275.000 | Dokumen 195.163.800
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
6 awl o7 Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasil 2 2 2 2 2 2
’ “ | Bulanan /Triwulanan/Semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan 296.000 | Laporan 500.000 Laporan 1.000.000 Laporan 2.000.000 Laporan 2.100.000 Laporan 5.896.000
SKPD Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik
" ini ; 0/ 0,/ o/ 0/ 0/ 0/
6 2.03 Daerah pada Perangkat Persentase admmls!rm 100% 22.018.060 100% 10.000.000 100% 57.000.000 100% 75.000.000 100% 49.512.920 100% 993.530.980 Inspektorat | Bungo
Daerah BMD yang terselesaikan
6 sl w2 Pengamanan Barang Milik Dacrah | Jumlah Dokumen 6 6 6 6 6 6
’ SKPD Pengamanan Barang Dokumen 32.018.060 | Dokumen 35.000.000 | Dokumen 45.000.000 | Dokumen 51.250.000 | Dokumen 53.812.500 | Dokumen 217.080.560
Milik Daerah SKPD
6 sl 06 Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan 2 2 2 2 2
’ Daerah pada SKPD PenatausahaanBarang Laporan 5.000.000 Laporan 12.000.000 |  Laporan 19.650.400 |  Laporan 20.632.920 | Laporan 57.263.320
Milik Daerah pada SKPD
6 gq3| g7 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil 2 2 2
’ SKPD Pemanfaalan Barang Dokumen 14.350.000 | Dokumen 15.067.500 | Dokumen 29.417.500
Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase Adminitrasi
90" £ " i v 0/ 0/ A 0, 0, 0, .
6 205 Perangkat Daerah Kepegavaian yang 100% 5560000 | 0% 200000000 | | saenzzaze | M| szeazzsen | M| gossesars | 10| 2e00sizsng | Tpeklort | Bungo

lerlaksana
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Peningkatan Sarana dan

Jumlah Unit Peningkatan

205 55 Uni i Ini Ini
6 205 001 parana Disiplin Pegavai Sarana dan Prasarana R I sz |0 B | O 90.856.250
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Juniah Fakel Pakaian
205 02 ) S 50 Pake 55 Pake
b 2051021 ibut Kelenghapannya Vinas beserta Atrbut 0 Fakel Hongn | T sy | 00k sy |00k sz | 00 195.125.000
) Kelengkapan
Jumlah  Dokumen
6 2050 03 Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi, 12 12 12 12
S0 Denilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Dokumen 35.000.000 | Dokumen 36.750.000 | Dokumen 38.587.500 | Dokumen 110.337.500
Pegawai
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
6 205 09 PegaV{ﬂl Berdasarkan Tugas dan FunggyangMenglkull {5 Orang 5,560,000 50 Orang 290,000,000 55 Orang 271377139 60 Orang 401967500 60 Orang 063475 60 Orang LA20.970.514
Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang yang
- Sosialisasi Peraturan Perundang- Mengikuti Sosialisasi
2 1 ’
6 B dangan Peraturan Perundang- 3 Orang ooogn | > 'rane tooongn | %0rane arozsony | O 0rane porzs | 00 75353730
Undangan
Jumlah Orang yang
- . . Mengikuti Bimbingan
- Bimbingan Teknis Implementasi - .
6 2050 1 poraturan Perundang-Undangan | XS Implementasi 50 Orang w0000 | e w5000 | 00 om0 | 000 o150 | O 0rane 116.870.500
Peraturan Perundang-
Undangan
\dministrasi Umum Persentase administrasi
! - 0/ 0, o/ 0/ 0/ 0/
6 206 Perangkat Dacrah umum perangkal daerah 100% 1320414 | 100% 352035000 | | geoszo000 | 1V | smssmzes | 1% | seamioons | 10 | omoasesee | MPeKoral | Bungo
i yang lerlaksana
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
6 2.06| 01 Iilslrlk/l’enerangan Bangunan Llslrlk/l’engrangan 3 Paket 3245214 3 Paket 5,000,000 3 Paket 7950000 3 Paket 17050100 3 Paket 17,902,603 3 Paket 5047919
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
; o | Penyediaan Peralatan dan dan Perlengk:
9 Y an Perlengkapan
6 206192\ petongkapan Kantor Kantor yang isdiskan ooz | STkl s | Tkl 13152500
Jumlah Paket Bahan
. Penyediaan Bahan Logistik Logistik Kantor yang 9 Pal 9 , . 9 9
6 20010 antor licdiokan 2haket IR soongn | 2P P 10052500 | ZTHEU L 5oy | 2Kl 102889.025
. . Jumlah Paket Barang
_ | Penyediaan Barang Cetakan dan . °
! ’ an & 9 Pak 2P ’ 9 9 P
6 200 05 Penggandaan (etakan & Penggandaan 12 Paket 10.057.800 12 Paket 20,000,000 12 Paket 95.000.000 12 Paket 99.073.000 12 Paket 30,526,650 12 Paket 14657450

yang Disediakan
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Jumlah Dokumen Bahan

6 2061 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan 300 300 300 300 300 300
- Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan Dokumen 2.700.000 | Dokumen 2.835.000 | Dokumen 3.565.000 | Dokumen 6.576.050 | Dokumen 6.904.853 | Dokumen 22.580.903
yang Disediakan
. 06| 18 | Faslits Knningan T L"Tllfi‘hf‘ﬂ""i“" 12 12 12 12 12 12
' = astilast Runjungan famu T::"'l““' g Taporan 5.015.000 | Taporan 15.000.000 | Taporan 19.765.000 | Taporan 27.365.000 | TLaporan 26733250 | Laporan 95.478.250
Jumlah Laporan
6 2061 09 Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat 12 12 12 12 12 12
- Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Laporan 97.139.000 | Laporan 230.000.000 Laporan 258.900.000 Laporan 274.867.508 Laporan 288.610.883 Laporan 1.149.517.391
Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
6 2061 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Penatausahaan Arsip 12 12 12
) pada SKPD Dinamis pada SKPD 5.000.000 | Dokumen 11.450.050 | Dokumen 12.022.553 | Dokumen 28.472.603
Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan | | |
0 2061 A1} Pemerintahan Berbasis Hektronik |- Sistem Pemerintahan H00000 | Dokumen 2250000 | Dokumen | 9612500 | Dokumen | L8650
pada SKPD Berbasis Elektronik
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik igmﬁ;ﬁ ;(:Eﬁnl;ﬁlﬁma
va ; 0/ 0/ 0,/ 0/ 0/ 0/ <lor:
6 2 Daerah Penunjang Urusan | - 100% 100% 10000000 | 1 mse0000 | 1 | mnaseseo |10 | sasoenens | 1007 | asen5asey | MpeKral | Bungo
Pemerintah Daerah
Pemda
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau . .
7 J
6 2 0 Operasional atau Lapangan Lapangan yang Hnit 465.000.000 tunit 165.000.000
Disediakan
oo Jumlah Paket Mebel ,
6 2071 05| Pengadaan Mebel yang Disediakan kel srsnong | kel 61.230.500 18,730,500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Juniah Unit Peralatan
7 in Lainnya y i i ni ni ni
b 2T Linnga dan Nesin Lainnya yang 10 nit nooonooo |1 gsomenn | P L agsomon | BT sososeo | BT ] gnomon
. Disediakan
Jumlah Unit Aset Tak
6 207| 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud B?I‘Wl'l]lld yang 1 unit 35.000.000 1 Unit 35,000,000
Disediakan
6 R e T ) i
’ Bangunan Lainnya . o 1.263.292.023 1.263.292.023
- Lainnya yang Disediakan
. Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana |
6 207 10 | Gedung Kantor atau Bangunan an Prasarana Gedung 1 paket 1 paket
’ ° ° Kantor alau Bangunan 47.230.000 47.230.000

Lainnya

Lainnya yang Disediakan
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Pengadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung

907 e G o o SR kel k
6 207 11 | Pendukung f#(lung Kantor atau Gedung K‘mlflr atau 1 paket 15,000,000 1 pekt 15,000,000
Bangunan Lainnya Bangunan lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa
9 T . I 0/ 0/ % % % % speklor:
6 2.08 Urusan Pemerintahan penun!angy‘mg A 100% 61.999.924 100% 74.000.000 100% 42440000 100% 108.017.000 100% 113.417.850 100% 439874774 Inspektorat | Bungo
Daerah tersedia/ terpenuhi
Jumlah Laporan
. e . Penyediaan Jasa 450 450 450 450 450 450
2. 1| Penye Surat M )
f wo ey Josa Srat eyt SuratMenyurat Laporan 2.000.000 | Laporan 4.000.000 Laporan 5.400.000 Laporan 11.125.000 Laporan 11.681.250 Laporan 34.206.250
Jumlah Laporan
6 sl Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Surat 12 12 12 12 12 12
i Sumber Daya Air dan Listrik Menyurat Laporan 59.999.924 | Laporan 70.000.000 Laporan 77.040.000 Laporan 60.892.000 Laporan 84.936.600 Laporan 372.868.524
Jumlah Laporan
6 sl Penyediaan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Surat 12 12 12
i " | Perlengkapan Kantor Menyurat Laporan 9.500.000 Laporan 9.975.000 Laporan 19.475.000
Jumlah Laporan
6 IR Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Surat 12 12 12
) | Umum Kantor Menyurat Laporan 6.500.000 Laporan 6.625.000 Laporan 13.325.000
Pemeliharaan Barang Milik Persentase BN yang
. J 0/ 0/ 0/ 0/, A % ctora
6 2 Daerah Penunjang Urusan | - i atkan 100% sestenn | 1% 126600500 | Y1 psieers |1 | tezammane |1 | sesozesir | 1% | zsnonsgee | MPOKO | Buneo
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jur-nl-ah I\endz_u‘aan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas alau
! Y N e e
6 20 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendal_a an_llmas Jabatan 5 i 14.000.000 5 L 14.000.000
. . yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan . .
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau
. . Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Lapangan yang . . . . . .
.09 9 g 7% J J
6 20102\ periinan Kendaraan Dinas Dipeliara dan Lt R woosm | U] ggagegrs | U siasegrt | OO sosesn | O 25202771
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
. _ . Jumlah Mebel yang . . .
X an M ’ )
6 209 05 | Pemeliharaan Mebel Dipelihara 40 Unit 12500000 40 Unit 13,125,000 40 Unit 95 625,000
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan - dan
; S . . e ni . .
6 20 yin Lainnya Mesin lainnya yang 15 Uit e sovony |0 waeonp | 0 uzsony |0 poraony | U 96.622.900

Dipelihara
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09

Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 Gedung

6.604.600

2 Gedung

65.000.000

2 Gedung

70.050.000

2 Gedung

73.552.500

2 Gedung

77.230.125

2 Gedung

292.637.225

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

5 Unit

15 Unit

Penataan Organisasi

Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

1
Dokumen

15.000.000

1
Dokumen

19.450.000

1
Dokumen

20.422.500

1
Dokumen

21.443.625

1
Dokumen

76.316.125

Inspektorat

Bungo

03

Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

1
Dokumen

15.000.000

1
Dokumen

19.450.000

1
Dokumen

20.422.500

1
Dokumen

21.443.625

1
Dokumen

76.316.125

Peningkatan Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Pemerintah

Daerah

Nilai SAKIP Pemerintah
Kabupaten Bungo

550.000.000

BB

577.500.000

BB

624.750.000

BB

676.200.000

732.243.750

3.160.693.750

Inspektorat

Bungo

OPINI BPK

Wop

VTP

780.000.000

VTP

819.000.000

WTP

859.950.000

WTP

902.947.500

WTP

948.094.875

WTP

1.309.992.375

Inspektorat

Bungo

Level Maturitas SPIP

3.250.000.000

3.412.500.000

3.583.125.000

3.762.281.250

3.950.395.313

17.958.301.563

Inspektorat

Bungo

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pegendalian Internal

Persentase nilai
evaluasi  SAKIP PD
minimal "BB"

45%

200.000.000

210.000.000

53%

220.500.000

58%

231.525.000

64%

23.101.250

64%

1.105.126.250

OPINI BPK

wop

WP

380.000.000

399.000.000

WTP

418.950.000

WP

439.897.500

TP

161.892.375

TP

2.0%.739.875

Nilai Maturitas SPIP

281

3.00

1.300.000.000

1.365.000.000

340

1.451.625.000

3.00

1.544.418.750

1,00

1.643.873.438

1,00

7.304.917.168

Persentase
penyelesaian lindak
lanjut  pemeriksaan
internal dan
eksternal

53%

65%

400.000.000

420.000.000

75%

441.000.000

80%

463.050.000

85%

486.202.500

85%

2.210.252.500

Persentase
Pengaduan
Masyarakat
ditindaklanjuti

yang

100%

700.000.000

100%

735.000.000

100%

-1
=

L.

=

50.000

100%

810.337.500

100%

850.854.375

100%

3.867.941.875

PROG. PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Persentase SAKIP-PD
yang dievaluasi

68,89%

100%

200.000.000

100%

210.000.000

100%

220.500.000

100%

231.525.000

100%

243.101.250

100%

1.105.126.250

Inspektorat

Bungo
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Persentase Laporan
Keuangan PD sesuai SAP

100,00%

380.000.000

100%

399.000.000

100%

418.950.000

100%

439.897.500

100%

461.892.375

100%

2.099.739.875

Inspektorat

Bungo

Persentase OPD yang
memiliki Peta Risiko

N/A

1.300.000.000

0%

1.365.000.000

60%

1.451.625.000

80%

1.544.418.750

100%

1.643.873.438

100%

7.304.917.188

Inspektorat

Bungo

Persentase Rekomendasi
Temuan Hasil
Pemeriksaan Eksternal
dan Internal yang
ditindaklanjuti

53%

400.000.000

70%

420.000.000

441.000.000

80%

463.050.000

486.202.500

N4

2.210.252.500

Inspektorat

Bungo

Persentase Pengaduan
Masyarakat yang di
tindak lanjuti

100%

100%

700.000.000

100%

735.000.000

100%

771.750.000

100%

810.337.500

100%

850.854.375

100%

3.867.941.875

Inspektorat

Bungo

201

Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Persentase
Pengawasan yang
terlaksana
dibandingkan
dengan PKPT

100%

100%

2.280.000.000

100%

2.394.000.000

100%

2.532.075.000

100%

2.678.891.250

100%

2.835.069.563

100%

12.720.035.813

Inspektorat

Bungo

201

01

Pengawasan Kinerja Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

350.000.000

367.500.000

404.250.000

444.675.000

20

189.142.500

2.055.567.500

201

02

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

180.000.000

189.000.000

198.450.000

208.372.500

218.791.125

994.013.625

201

03

Reviu Laporan Kinerja

Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan Kinerja

200.000.000

210.000.000

220.500.000

231.525.000

243.101.250

[

1.105.126.250

201

Reviu Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan Keuangan

200.000.000

[

210.000.000

[

220.500.000

231.525.000

243.101.250

[

1.105.126.250

201

Pengawasan Desa

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Desa

750.000.000

7687.500.000

626.875.000

806.218.750

911.629.688

1.144.223.438

201

06

Kerjasama Pengawasan Internal

Jumlah Kesepakatan
Pengawasan Internal
yang Terbentuk

200.000.000

210.000.000

220.500.000

231.525.000

243.101.250

1.105.126.250

201

07

Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

36

400.000.000

36

420.000.000

36

441.000.000

36

463.050.000

36

486.202.500

36

2.210.252.500
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Persentase

Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan degan
919092 AWAS3 g oy SN i L7 9, % % % LA % S ,
ol e ;'::l’f_‘;‘:“‘“““ dengan Tujuan | - con tertentu yang | 1000 | 100% 200000000 | 0% 35000000 | %1 zzizsoeon | MY 1 seasmsen |1 | ssessasss | 10| sanongrs | Impektorat | Bungo
o terlaksana
Jumlah Laporan
9 Lol o I"enangana‘n Penyelesaian Penyelesaian Kerugian 3 1 12 1 " - 12 12
Kerugian Negara/Daerah Negara/Daerah yang 300.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 1.657.689.375
Ditangani
. Jumlah Laporan Hasil
202021 02 Penguvasan Dengan Tujuan Pengawasan Dengan 8 15 15 15 15 15 15
LT T | Tertentu Tﬁjuan Terlenu 400.000.000 ' 420.000.000 ' 441.000.000 ' 463.050.000 ' 486.202.500 2.210.252.500
) ’ Level  Kapabilitas
tas Aparal Pengawasan Internal APIP s ’ Lo00.000.000 | 1.660.000.000 S s ST Laanm U Louaim 1 ssonon
Persentase penyusunan
AN i ’ 0, 0 0 A A A
PROGRAM PERUMUSAN Kebijakan pengavasan S o00.000000 | " 630.000.000 0% 1 G61.500.000 W1 gorszsoon | 1™ | mezmzse | | saisameas
KEBIJAKAN PENDAMPINGAN sesuai standar
DAN ASISTENSI Persentase terpenuhinya o
: % ’ ’ % % % e
unsur Kapablitas APIP VA 100 1.000.000.000 | 1" 1.050.000.000 100% 11 102.500.000 0% 1) 157.625.000 0% 11 215.506.250 0% | 5 525.631.250
Jumlah dokumen
Perumusan Kebijakan K'e lfl;akan teknis
R dibidang
Telnis di Bidang Pengawasan dan 6 6 6 6 6 6 6 Inspektorat | Bungo
Pengawasan dan Fasililasi fagiﬁtasi 600.000.000 630.000.000 661.500.000 694.575.000 729.303.750 3.315.378.750 pexlors ¢
Pengawasan pengawasan yang
diterbitkan
Jumlah Rekomendasi
ol Perumusan Kebijakan Teknis di Kebijakan Teknis di | | | s " | |
Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan yang ‘ ‘ 100.000.000 420.000.000 441.000.000 163.050.000 186.202.500 ‘ 2.210.252.500
Disusun
Jumlah Rekomendasi
" Perumusan Kebijakan Teknis di Ef(:]alilakiznts:lftl;gis di 9 9 9 9 5 9 5
“ | Bidang Fasilitasi Pengawasan e - 200.000.000 - 210.000.000 220.500.000 231.525.000 - 243.101.250 1.105.126.250
° Pengawasan yang
Disusun
Persentase Kegiatan
2.02 i Asistensi i % % % % % % %
Pendampingan dan Asistensi '::::;ﬂf'y"ﬁf‘:t‘:f‘l"akm 100% 1 100% 1y pongo0000 | 1% | rosooonooo | 1 | rrozseooeo | 1% | viszezseon | M | raisseease | 1| ss2sesiase
: J te]
Jumlah Perangkat
Pendampingan dan Asist Daerah yang Dilakukan
r 1 P, 4 H
n Urusan Pemerintahan Daerah N N (an b 300.000.000 b 315.000.000 b 330.750.000 B 347.287.500 b 364.051.875 i 1.057.689.375
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Jumlah Perangkat
Pendampingan, Asistensi, Duerah )’i{ﬂg Vilakukan
6 202| 02 | Verifikasi, dan Penilaian Pendampingun. 15 15 15 15 15 15
-~ ) Asistensi, Verifikasi, dan 300.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 1.657.689.375
Reformasi Birokrasi . .
Penilaian Reformasi
Birokrasi
Jumlah Kegiatan
Koordinasi, Monitoring dan Koordinasi, Monitoring
6 awl m Evaluasi serta Verifikasi dan Evaluasi serta A A A A A A
Pencegahan dan Pemberantasan Verifikasi Pencegahan 200.000.000 210.000.000 220.500.000 231.525.000 243.101.250 1.105.126.250
Korupsi dan Pemberantasan
Korupsi
Jumlah Perangkat
. - Daerah yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi dan .
6 202\ \“‘eriiikaspi Pinegakfm ntegritss | ChOmpRER b 200.000.000 b 210.000.000 B 0500000 i 931.525.000 B a0 B 05126250
Asistensi dan Verifikasi
Pencgakan Integritas
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 10 tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2021-2026 diketahui bahwa misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo
yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
adalah misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang berbasis transparansi dan melayani”’, dengan sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dan
Opini BPK. Pada tabel 11. di bawah ini akan dikemukakan indikator kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian misi dan
sasaran RPJMD periode 2021-2026.
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Tabel 12. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kineri ) ) Kondisi
_ ondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada
NO Indikator pada Awal Periode : .
RPIMD Akhir Periode
2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 f’glras:fentase nilai evaluasi SAKIP PD minimal 42% 45% 50% 53% 58% 64% 64%
2 OPINI BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3 Nilai Maturitas SPIP 2.81 3.0 3.2 3.4 3.6 4 4
4 Persentase  penyelesaian tindak lanjut 53% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
pemeriksaan internal dan eksternal
5 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tindak lanjuti
6 Level Kapabilitas APIP 3 3 3 3 3 4 4
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BAB VIII
PENUTUP

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bungo. Konsekuensinya, kerangka logis yang
dibangun dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan
sebuah upaya untuk mencapai misi dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo.

Terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) sasaran RPJMD yang harus
didukung pencapaiannya oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yaitu
misi keempat “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
berbasis transparansi dan melayani”, dengan sasaran “Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP
dan Opini BPK”. Misi dan Sasaran tersebut yang menjadi pedoman dalam
perumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan
kegiatan yang termuat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
periode 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-
2026 ini diharapkan dapat dikomunikasikan keseluruh jajaran. Diharapkan
dengan dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota
organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan
dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja
untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat
keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan
Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik
dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran

strategis.
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